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Kebijakan merupakan ketentuan atau aturan yang dijadikan sebagai 
pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program pendidikan untuk lembaga 
pendidikan, sehingga program pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik 
dan mencapai tujuan yang diharapkan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen kebijakan 
kepala sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal dan kendala 
dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 
Banyumas.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Subjek 
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMK Negeri 3 Banyumas, waka 
kurikulum, guru muatan lokal bahasa jawa dan peserta didik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program 
pendidikan muatan lokal, meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan meliputi menentukan mata 
pelajaran muatan lokal, menentukan guru, menentukan sumber dana dan sumber 
belajar. Tahap pengorganisasian meliputi pembagian tugas untuk waka kurikulum 
dan guru muatan lokal. Tahap pelaksanaan meliputi mengikutsertakan guru dalam 
kegiatan workshop, pelatihan, diklat, MGMP dan penyusunan prota, promes, 
silabus dan RPP. Tahap pengawasan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. 
Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan muatan 
lokal. Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal 
tentunya memiliki kendala seperti kurangnya jumlah guru muatan lokal, kurang 
sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pembelajaran, adanya 
peserta didik yang berasal dari luar daerah sehingga sulit memahami materi yang 
disampaikan oleh guru. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada hakikatnya pendidikan berlangsung seumur hidup, sejak dalam 
kandungan sampai dengan akhir hayat. Sehingga pendidikan memiliki peranan 
yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena pendidikan merupakan 
proses transformasi pengetahuan yang dilakukan oleh manusia secara terus 
menerus.  
Pendidikan, baik pada tataran formal, informal dan nonformal secara 
konseptual adalah instrumen sosial yang memungkinkan kemanusiaan manusia 
dimanusiakan. Artinya, manusia membutuhkan pendidikan sebagai sarana 
untuk memberdayakan potensi sumber daya yang ada dalam dirinya untuk 
berkembang secara dinamis menuju suatu format kepribadian yang cerdas 
unggul, kreatif, terampil, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.2 
Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): 
“Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.”3 
 
Undang-Undang Sisdiknas merupakan bahan atau pedoman dalam 
pelaksanaan proses pendidikan maupun mengadakan standardisasi pendidikan. 
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 Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah, (Bandung: Alfabeta, 
2011), hlm. 212. 
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Hal ini mencakup ke dalam komponen-komponen baik dalam segi konsep, 
teknis maupun aplikasi, yang tentunya berperan penting dalam keberhasilan 
dan kesuksesan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain itu, sistem 
pendidikan nasional juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan 
pendidikan maupun manajemen pendidikan baik di tingkat nasional, daerah 
maupun sekolah.  
Pendidikan merupakan suatu pilar utama dalam pelestarian dan 
pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Dilihat dari sudut proses, 
pendidikan adalah proses dalam mempengaruhi peserta didik supaya mampu 
menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan 
menimbulkan perubahan pada dirinya sehingga berfungsi sesuai 
kompetensisnya dalam kehidupan masyarakat.4 
Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang 
memiliki keanekaragaman multikultural (adat istiadat, tata cara, bahasa, 
kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, dan lain-lain) merupakan ciri khas 
yang memperkaya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 5 
Bahasa Jawa adalah bahasa ibu yang menjadi bahasa pergaulan 
sehari-hari masyarakat Jawa. Bahasa Jawa merupakan salah satu warisan 
budaya Indonesia yang harus dilestarikan dan dijaga karena jika tidak bahasa 
jawa akan terkikis dan semakin hilang dari pulau Jawa. Dalam kedudukannya 
sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa memiliki fungsi sebagai lambang 
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 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: 
Alfabeta, 2010), hlm. 20. 
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kebanggaan daerah, lambang identitas daerah dan sebagai alat penghubung 
(komunikasi) di dalam keluarga dan masyarakat. 
Kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah berupa Surat 
Keputusan mengenai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 
2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa merupakan 
upaya untuk melestarikan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah yang harus tetap 
dijaga agar tidak hilang. Oleh karena itu,  bahasa Jawa menjadi mata pelajaran 
wajib yang harus diimplementasikan di setiap lembaga pendidikan agar dapat 
dipelajari oleh peserta didik. Sehingga peserta didik dapat mengenal, menjaga 
dan melestarikan bahasa Jawa tersebut. 
Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin lembaga pendidikan 
yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan program pendidikan 
muatan lokal. Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai manajer yang 
mengelola semua kegiatan di dalam sekolah, termasuk pelaksanaan kebijakan 
program pendidikan muatan lokal. Pelaksanaan kebijakan program pendidikan 
muatan lokal memerlukan pengelolaan yang baik, sehingga dapat mencapai 
tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi sekolah.  
SMK Negeri 3 Banyumas adalah lembaga pendidikan yang bernaung  
di bawah Lembaga Pendidikan Negeri. SMK Negeri 3 Banyumas merupakan 
satu-satunya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Seni di Kabupaten 





Kompetensi Keahlian antara lain: Seni Tari, Seni Musik, Karawitan, 
Pendalangan dan Broadcasting. Selain itu, SMK Negeri 3 Banyumas memiliki 
banyak prestasi dalam bidang seni yang bertaraf nasional. 
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kepala sekolah untuk 
pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal dengan menentukan 
mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah yaitu Bahasa Jawa. Selain itu kepala sekolah juga menentukan guru 
muatan lokal yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan 
bidangnya dan mengalokasikan dana dan sumber belajar. Agar pelaksanaan 
kebijakan program pendidikan muatan lokal berjalan dengan baik, maka 
kepala sekolah dibantu oleh waka kurikulum dan guru muatan lokal yang 
diberi tugas sesuai dengan wewenangnya. Selain itu, kepala sekolah 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan program pendidikan 
muatan lokal dalam bentuk supervisi akademik.6 
Dari deskripsi yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Program Pendidikan Muatan 
Lokal Di SMK Negeri 3 Banyumas. 
 
B. Definisi Oprasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka 
peneliti menguraikan istilah mengenai judul skripsi ini, antara lain sebagai 
berikut: 
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 Wawancara dengan Ibu Dra. Nuraeny Haryanti (Kepala Sekolah SMK Negeri 3 





1. Kebijakan  
Kebijakan adalah perilaku sejumlah aktor (pejabat, kelompok, 
instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan 
tertentu.7 
Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki 
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam 
suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui 
program-program pemerintah.8 
Kebijakan yang dimaksud oleh peneliti yaitu suatu ketetapan atau 
aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan 
mengenai suatu rangakaian kegiatan atau program yang harus dilaksanakan 
untuk mencapai tujuan. 
Kepala sekolah sebagai pemimpin suatu lembaga pendidikan 
merupakan faktor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan 
menentukan tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya. Kepala sekolah 
merupakan personel sekolah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab 
penuh terhadap seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah 
yang dipimpinnya. 
Wewenang merupakan hak untuk menggunakan kekuasaan dalam 
organisasi.9 Hubungan dalam organisasi ini mencakup tanggung jawab 
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 Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 
hlm. 38. 
8
 Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), hlm. 34. 
9
 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 





sebagai kewajiban seseorang dalam melaksanakan fungsinya, serta 
wewenang sebagai hak kelembangaan dalam mengunakan kekuasaan dan 
pelaporan sebagai kewajiban mengemukakan hasil. 
Kebijakan merupakan ketentutan atau aturan yang dibuat oleh 
pemerintah mengenai rangkian kegiatan atau program pendidikan yang 
harus diimplementasikan di lembaga pendidikan sehingga kepala sekolah 
sebagai pemimpin sekolah maka harus mampu melaksanakan peran dan 
tugasnya sebagai seorang manajer sekolah. 
2. Program Pendidikan Muatan Lokal 
Muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai 
dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, 
kebutuhan daerah dan lingkungan masing-masing serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu.10  
Penentuan isi dan bahan pelajaran muatan lokal didasarkan pada 
keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang dituangkan dalam mata pelajaran 
dengan alokasi waktu yang berdiri sendiri. Adapun materi dan isinya 
ditentukan oleh satuan pendidikan, yang dalam pelaksanaanya merupakaan 
kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan 
keadaan dan kebutuhan daerah.11 
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Program pendidikan muatan lokal yaitu suatu kegiatan yang 
direncanakan dalam bidang pendidikan dimana isi dan media 
penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, 
lingkungan budaya serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajarai oleh 
peserta didik di daerah tersebut.  
Yang dimaksud penulis bahwa kebijakan program pendidikan 
muatan lokal merupakan sebuah ketentuan atau aturan yang dibuat oleh 
pemerintah untuk lembaga pendidikan dalam bentuk program pendidikan 
dimana isi, media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan peserta 
didik.  Sehingga kepala sekolah memiliki wewenang untuk melaksanakan 
kebijakan program pendidikan muatan lokal di sekolah yang dipimpinya. 
3. SMK Negeri 3 Banyumas 
SMK Negeri 3 merupakan sekolah menengah kejuruan yang 
beralamat di jalan Jendral Gatot Soebroto nomor 1 Banyumas, Sudagaran 
Kecamatan Banyumas. SMK Negeri 3 Banyumas merupakan lembaga 
pendidikan yang memiliki Program Studi Keahlian Seni Pertunjukkan 
dengan Kompetensi Keahlian Seni Tari, Seni Musik, Karawitan, 
Pendalangan dan Broadcasting.  
Kebijakan program pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 
Banyumas merupakan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan Surat 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah yaitu muatan lokal Bahasa Jawa. 
Dengan adanya muatan lokal Bahasa Jawa yang diterapkan di SMK Negeri 





Berdasarkan kebijakan program pendididikan muatan lokal tersebut 
penulis akan meneliti mengenai manajemen kebijakan kepala sekolah 
dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal dan kendala dalam 
pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 
Banyumas. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok 
masalah dan yang akan diteliti dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana manajemen kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan 
program pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 Banyumas? 
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan program 
pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 Banyumas? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui manajemen kebijakan kepala sekolah dalam 
pelaksanaan program pendidikan muatan lokal dan kendala dalam 








2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis 
Untuk mengetahui tentang bagaimana manajemen kebijakan 
kepala sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal dan 
kendala dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal 
di SMK Negeri 3 Banyumas. 
b. Secara praktis 
1) Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lebih mendalam tentang 
manajemen kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan program 
pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 Banyumas. 
2) Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi warga sekolah 
dalam memajukan sekolah. 
3) Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi tambahan dalam 
rangka mengadakan penelitian sejenis dimasa mendatang. 
 
E. Kajian Pustaka 
Berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian 
dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan 
dengan penelitian ini. 
Adapun skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 





Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoerotunnida dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan kepala madrasah meningkatkan 
profesionalisme kenerja tenaga pendidik yaitu dengan memberikan reward 
dalam bentuk pemberian tugas tambahan (kenaikan jabatan) dan pemberian 
seragam 2x dalam setahun serta mewajibkan guru harus S-1. Selain itu dalam 
meningkatkan profesionalisme kinerja tenaga pendidik adalah 
mengikutsertakan para guru dalam berbagai pelatihan, seperti diklat, seminar, 
workshop dan MGMP. Pihak madrasah aliah salafiyah telah berusaha 
semaksimal mungkin dalam mewujudkan guru-guru yang professional, adapun 
bentuk profesionalisme guru di MA Salafiyah Karangtengah adalah dimulai 
dari perekrutan tenaga pendidik yang harus S-1, penempatan jabatan sesuai 
dengan bidang keahlian, memiliki komitmen tinggi dalam mengajar, 
bertanggung jawab terhadap siswa serta mempunyai empat kompetensi guru.12  
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 
yang akan penulis lakukan, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang  
kebijakan akan tetapi dalam penelitian ini lebih terfokus dengan efektifitas 
kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme kinerja 
tenaga pendidik yang dilaksanakan di MA Salafiyah Karangtengah 
Warungpring Pemalang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih 
terfokus pada manajemen kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan 
program pendidikan muatan lokal dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan 
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program pendidikan muatan lokal yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 
Banyumas. 
Kedua, Wahyu Indra Permana dalam penelitiannya dapat disimpulkan 
bahwa implementasi kebijakan pendidikan karakter bagi anak siswa pelangi 
homeschooling ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang 
membentuk kebijakan karakter bagi peserta didik terbagi menjadi 3 yaitu 
indoor, outdoor, dan kebiasaan sehari-hari. Kegiatan indoor ini terbagi 
menjadi berbagai macam meliputi ESQ nilai-nilai karakter yang ditanamkan 
meliputi religius, toleransi, kerja keras, bersahabat dan tanggung jawab. 
Kegiatan outdoor meluputi berbagai kegiatan yang menjadi sorotan adalah 
field trip. Nilai-nilai yang diajarkan untuk mengerti tentang mencintai tanah 
air, semangat kebangsaan, peduli lingkungan dan rasa ingin tau. Kegiatan 
selanjutnya diluar ruangan adalah outbond. Untuk nilai-nilai karakter yang 
muncul dalam kegiatan ini seperti toleransi, kerja keras, mandiri, kreatif, 
demokratif bersahabat, dan bertanggung jawab.13  
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 
yang akan penulis lakukan, adapun persamaannya yaitu meneliti tentang 
kebijakan. Adapun perbedaaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan 
yaitu terfokus pada implementasi kebijakan karakteristik pendidikan karakter 
bagi anak siswa pelangi homeschooling sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan penulis ini terfokus manajemen kebijakan kepala sekolah dalam 
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pelaksanaan program pendidikan muatan lokal dan kendala dalam pelaksanaan 
kebijakan program pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 Banyumas. 
Ketiga, penelitian Sasi Tohiroh dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kurikulum muatan lokal di MTs Ma’arif NU 1 Patikraja ini 
menggunakan empat tahapan yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan tahap pengawasan. Pada tahap perencanaan meliputi 
menetapkan sumber daya manusia, biaya, dan saran prasarana untuk 
menunjang kegiatan pembelajaran. Pada tahap pengorganisasian yang meliputi 
menetapkan jadwal pelajaran, menetapkan program yang akan dilakukan 
selama satu semester dan penyusunan tugas guru dalam mengembangkan 
kurikulum muatan lokal. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan ditingkat 
sekolah dan tingkat kelas. Pada tahap pengawasan ini dilakukan pengawasan 
terhadap guru muatan lokal aswaja, pengawasan terhadap peserta didik, 
pengawasan terhadap isi kurikulum muatan lokal, pengawsan terhadap media 
pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selain pengawasan ayang dilakukan 
kepala madrasah juga dilakukan pengawasan oleh LP Ma’arif pusat yang 
dilakukan setiap enam bulan sekali.14  
Dengan demikian, penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti 
tentang muatan lokal namun terdapat  perbedaan dalam penelitian ini yang 
meneliti tentang implementasi kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan di 
MTs Ma’arif NU 1 Patikraja sedangkan penulis meneliti tentang manajemen 
kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal 
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dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal 
yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Banyumas. 
  
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian 
ini, maka perlu dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga 
bagian antara lain: 
Pada bagian awal penelitian ini berisi halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, 
abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan 
daftar lampiran. 
Pada bagian kedua ini berisi lima bab dengan uraian sebagai berikut: 
Bab pertama, berisi latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 
penulisan.  
Bab kedua, berisi tentang kajian teori membahas mengenai kebijakan 
program muatan lokal yang berisi tiga sub bab. Sub bab pertama, konsep 
kebijakan  pendidikan yang berisi: pengertian kebijakan pendidikan, tujuan 
dan manfaat kebijakan pendidikan, fungsi kebijakan pendidikan, karakteristik 
kebijakan pendidikan, tahap kebijakan  pendidikan. Sub bab kedua program 
pendidikan muatan lokal yang berisi: pengertian muatan lokal, landasan 
muatan lokal, tujuan dan fungsi muatan lokal, ruang lingkup muatan lokal, 
sumber bahan muatan lokal. sub bab ketiga berisi manajemen kebijakan kepala 





perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan kendala dalam 
pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal. 
Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian. Metode-metode berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek 
penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 
tiga sub bab yaitu gambaran umum SMK Negeri 3 Banyumas yang berisi: 
sejarah berdirinya SMK Negeri 3 Banyumas, identitas SMK Negeri 3 
Banyumas, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan sumber daya 
manusia, keadaan sarana dan prasarana, dan jumlah jurusan di SMK Negeri 3 
Banyumas. Sub bab kedua yang berisi penyajian data, yang meliputi: 
manajemen kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan 
muatan lokal berisi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 
dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal. 
Sub bab ketiga berisi tantang analisis data, yang meliputi: manajemen 
kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal 
dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal di 
SMK Negeri 3 Banyumas.   
Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan 
kata penutup. 










Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan program pendidikan 
muatan lokal di SMK Negeri 3 Banyumas dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Manajemen Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Program 
Pendidikan Muatan Lokal  
Adapun empat tahap dalam manajemen kebijakan kepala sekolah 
dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 
Banyumas, antara lain sebagai berikut: 
a. Perencanaan, dalam tahap ini kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah 
terkait pelaksanaan program pendidikan muatan yaitu dengan 
menetapkan mata pelajaran, menyediakan sember daya manusia (guru), 
sumber dana dan sumber dana serta sumber belajar. 
b. Pengorganisasian, dalam tahap kepala sekolah memberikan tugas serta 
wewenang kepada waka kurikulum untuk mengeloka kurikulum muatan 
lokal di SMK Negeri 3 Banyumas. Dan juga memberikan tugas kepada 
guru muatan lokal untuk membuat program tahunan dan program 
semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajan (RPP). 
c. Pelaksanaan, dalam tahap ini kepala sekolah yang telah memberikan 
wewenang kepada waka kurikulum untuk mengatur pelaksanaan program 





mengikutsertakan guru muatan lokal untuk mengikuti kegiatan MGMP. 
Selaian itu guru harus menyusun program tahunan, program semester, 
silabus, RPP dan mengsuasai strategi pembelajaran sehingga peserta 
didik dapat menerima materi yang sedang diajarkan. 
d. Pengawasan, dalam tahap ini kepala sekolah SMK Negeri 3 Banyumas 
melakukan pengawasan yaitu dengan supervisi akademik yang dilakukan 
dua kali dala satu tahun. Adapun evaluasi yang dilakukan kepala sekolah 
kepada peserta didik dengan mengadakan penilaian tengah semsester dan 
penilaian akhir semester. Sedangkan evalauasi yang dilakukan guru 
muatan lokal dengan menggunakan tes lisan. 
2. Kendala dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal 
Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 
pendidikan muatan lokal, sebagai berikut: 
e. Kurangnya guru muatan lokal 
Guru mata pelajaran muatan lokal yang ada di SMK Negeri 3 
Banyumas baru satu orang saja, sehingga perlu penambahan guru muatan 
lokal.  
f. Kurangnya Sarana dan prasarana 
Di SMK Negeri 3 Banyumas sarana dan prasarana yang masih 
kurang berupa sumber belajar seperti buku pegangan pembelajaran masih 






g. Adanya peserta didik yang berasal dari luar daerah sehingga peserta didik 
kesulitan dalam belajar bahasa jawa. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan meyempaikan saran-
saran kepada kepala sekolah, waka kurikulum dan guru muatan lokal di SMK 
Negeri 3 Banyumas. Adapun saran penulis sebagai berikut: 
1. Kepala Sekolah 
Sebagai pembuat kebijakan hendaknya selalu mengontrol kinerja 
guru pada saat proses pembelajaran berlangsung agar memaksimalkan 
dalam mengajar sehingga pelaksanaan program pendidikan muatan lokal 
dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, kepala sekolah harus dapat 
mengambangkan  mata pelajaran muatan lokal yang lain. 
2. Waka Kurikulum 
Sebagai pengelola dan pelaksana kurikulum hendak dapat 
mengkoordinir dan membimbing guru sehingga dapat membantu guru untuk 
meningkatkan kinerjanya dalam mengajar. Dan menamahkan sumber 
pustaka untuk belajar peserta didik. 
3. Guru Muatan Lokal 
Guru sebagai tenaga pendidik hendaknya lebih aktif dan inovatif 
dalam proses pembelajaran dengan selalu menggunkan metode 







C. Kata Penutup 
Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan mengucapkan rasa syukur 
kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusuanan skripsi ini. Shalawat serta 
salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad 
SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi 
ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan 
kritik dan saran yang membangun dari pembaca sehingga nantinya menjadi 
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